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Hal : imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

Tahun 2024 pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTh)
dalam Negeri di Wilayah Provinsi Sutawesi Selatan
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1. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetspan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 1 Tahun

m&tmmmmumMRepub&MM?TM

2017 tentang Pemithan Umum menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamazh Konstitusi Repubiik Indonesia Nomor 20/PUU-XVIV2019.

Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemiihan Umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemiihan Umum.

5 PefatmeademgawasPenmxanUnmReptMIndmemNamr7Tahm
2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemiihan
Umum.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemifhan Umum Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemiihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemifthan Umum Republk Indonesia Nomer 8 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengksta Proses Pemithan Umum.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Repubik Indonesia Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengawasan Pemutaihiran Data dan Penyusunan Dafiar Pemith Dalam
Pemithan Umum.

9. Peraturan Komisi Pemihan Umum Nomor 3 Tzhun 2022 tentang Tzhapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemiihan Umum.

10. Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubzhan atas
Peraturan Komisi Pemihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar
Pemith Dalam Penyelenggaraan Pemiihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemih.

11. Keputusan Komisi Pemfihan Umum Repubik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemdih Dalam Negern pada
Penyelenggaraan Pemithan Umum.

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiihan Umum Repubfik Indonesia Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemiih dalam Pemiihan Umum Tahun
2024.
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~B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas penoegahan pelanggaran dan sengketa proses
Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Penyusunan Daflar Permibh Tambahan (DPTD) dalam
Negeri di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemiihan Umum

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajban Bawaslu Provinsi pada Pemillu
Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan dafiar pemilihy.

a}

b)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
MWWWWW1
Tmmmmummmmm

-.7TMNI?MPM&MWW pada Pasal-

Pasal sebagai berikut:
Pasal 97 hunuf (a) dan (b) angka (2), yang berbunyi

Pasal 100 huruf (e). yang berbunyt

Bawaslu Provinsi berkewagban: :
emmmmmwﬁhmm
yang dilakuian oleh KPU Provins dengan memperhatian daia kependuduian

~ sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi: _

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasiu KabupatenKota, Panwaslu Kecamatan,

perbaikan, penefapan dan pengumuman daflar pemiih fefap, daflar pemiih
tambahan, dan rekapitulasi daftar pemih tefap yang diaksanakan oleh KPU, KPU
Provinsi KPU Kabupaten/Kofa, PPK, dan PPS.

Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum

{1) Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemiu & wiayah provinsi yang meSpufic

2 pemutakhiran data pemiih, penefapan daflar pemiih sementara, dan daflar
pemidh fetap;
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Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

bt

T
o
T oemd

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAWASLU

BOWAR PENBVRAE FLON o a oW

PRONVIRIT) SURLAWESE FELATAS

Forat: Jufan AP, Pettvani No. 93, Kota Makesssr, 80222
Telp OA11-444014, Fan 0411444000

et pef sufnedfdh

sha g ki by Limstaed prrpraasar(l patens o1 of

c) Pasal 2 ayal (1) doan (3) Peraturan Badan Pengawas Peméhan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Permdakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemith Datam Pemdéshan Umum, yang berbunyt:

(1

3

Bawaslu, Bawaslu Provnsi Bawasly Kabupatenvilola, Panwaslu
Wmmxmmﬂmmm

mmmmmwm dan ayat

{2) psga diakukan terhadap:

a) pembentulan Pantartih;

b) Cokiit;

c) penyusunan Daftar Pemiih di lokasi khusus;

d} penyusunan DPK atau DPKLN;,

elmmwmmmmmm
kedua: dan

0 mmmmm

- 2. Peraturan mmmmmmmmmm

pemilih:

Lampiran {l Keputusan Komisi Pemiihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 fentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar PemZih Dalam Negen pada Penyelenggarazn
Pemilihan Umum, berbunyi:

Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemiih Tambahan (DPTD) pada
Wmmmmmmzzmmmm
Kamis, 8 Februari 2024. ;

3. Pmmmmmmmm)m

negeri

a) Pasal 210 Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republk Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 fentang perubshan atas Undang-Undang Repubiik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 fenfang Pemdihan Umum menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

1)

2

Dafiar pemiih telap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat
mmmmmmw@apmmm
hari pemungufan suara.

‘Daftar pemiih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ferdin atas

Datftar pemiih tambahan dmaksud 1) dumumian
torged oy sebagaimzna pada ayat (1)
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4. Peraturan mengenai hak memiih:

4

a) Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemernintah Pengganti Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tenlang Pemihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasai-
Pasalsebagaiber%m:

Pasal 198, yang bemunyl

I)WwaﬂmamymmmmmmmM
berumur 17 (tujuh belas) fahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah
kawin mempunyai hak memih.

2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaflar 1
(satu) kali ofeh Penyelenggara Pemiu dalam daftar Pemih.

3) Warga Negara Indonesia yang feiah dicabut hak politimya olfeh pengadian
tidak mempunyai hak memdih.

> Pasal 199, yang berbunyi:

Untuk dapat menggunakan hak memish, Warga Negara Indonesia harus terdaftar

b) Pasal 4 Peraturan Komisi Pemihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 ieniang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemiih Dalam Penyelenggaraan Pemifhan Umum dan Sisiem
Informasi Data Pemilih, yang berbunyic

WNI dapat terdafiar sebagai Pemiih, harus memenuhi syarat

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara,

b. ftidak sedang dicabut hak pifihnya berdasarkan putusan pengadian yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

berdomisili di wiayah Negara Kesaluan Republk Indonesia dbuktikan dengan

KTP-el;

berdomisdi di luar negen yang dibukdikan dengan KTP-el, Paspor dan/afau

Surat Perja'anan Laksana Paspor;

dalam hal Pemih belum mempunyai KTP-€l sebagaimana dmaksud dalam

huruf ¢ dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan

fidak sedang menjadi prajurit Tenfara Nasional Indonesia atau anggofa

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Republk indonesia Nomor 20/PUU-XVIV2019,
yang berbunyi:

Dalam Pokok Permohonan:

D L

2 Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekualtan hukum mengkal secara bersyaral sepanjang Bidak dimaknai
“termasuk pula surat keterangan perekaman karfu fanda penduduk
elektronik yang dikeluarkan oleh dinas hependudukan dan catatan sipil
atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”™.

3. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) han™ dalam Pasal 210 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) berfentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyaral sepanjang tidak dimaknai "paling
lambat 30 {tiga pulul) hari sebelumn hari pemungutan suara kecuali bagi
pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan
pemilih karena sakit, fertimpa bencana alam, menjadi fahanan, serta
karena menjalankan fugas pada saat pemunguian suara difenfukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

5. Peraturan mengenai Kelentuan Pidana pada Tahapan Pemuizakhiran Daia dan
Penyusunan Daftar Pemilih:

Undéng-Undang Republik !hdm&éaNmu?Tahunmmig'Penda;m
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 tentang PemiEhan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai
bedkut

Pasal 488, yang berbunyi:

Sefiap orang yang dengan sengsja memberikan keterangan yang bidak benar
pidana kurungan paling lama 1 (salu) fshun dan danda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupizh).

Pasal 489, yang berbunyi:

memperbaid dafiar pemilih sementara sefelah mendapat masukan dari masyarakat
Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara pafing lama 6 (enam) bulan dan denda
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 510, yang berbunyi:
Seliap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehiangan hak piihnya

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puiuh empat juta nupiah).
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Pasal 511, yang berbunyi:

Sebap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atay dengan
menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaflaran Pemdd
menghalangi seseorang untuk terdaflar sebagai Pemih dalam Pemiu menund
Manmmemstm)mm
denda paling banyak Rp36.000.000,00 (bga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512, yang berbunyi:

WWWWMWK&W&MM&% dan/afau PPIN
yang Gdak menindaldanjuti femuan Bawaslu, Bawasly Provinsi, Bawasiu
Kabupaten/Kota, Panwasiu Kecamalan, Panwasly Kelurahan/Desa, dan/atau
Panwasly LN dalam melakukan pemulakhiran data Pemiih, penyusunan dan
pengumuman dafiar pemiih sementara. perbaikan dan pengurmnuman daflar pemiéh
sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daflar pemiih tetap, daflar
pemiih lambahan, daftar pemiih khusus, dan/afau rekapilulasi daflar pemiih tefap
“ yang merugikan Warga Negara indonesia yang memiiki hak piih sebagaimana
, : - dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2). dipidana dengan pidana penjara pafing lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (fga puiuh enam juta rupiah).

Pasal 544, yang berbunyi.

- Sefiap orang yang dengan sengajz melakukan perbuatan melawan hukum
memalsukan dalta dan dafiar pemish, dipidana dengan pidana penjara pafing lama 6
{m}mmmmmﬂp&mmﬂm&mmummammh)
Pasal 545, yang berbunyt:

mwmmmmmmmmm&mm
yang dengan sengaja menambah alau mengurangi daflar pemiih dalam Pemsu
selelah ditefapkannya Daftar Pemiih Telzp, dipidana dengan pidana penjara pafing
ms(m)mmmmmmmmm(mmmm

C. Bshwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemith yang valid dan akurat seria
memberkan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pdh Wama Negara Indonesia
- {V¥Ni) pada pemungutan suara pada Pemiu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi

1. Memastikan lugas, wewenang dan kewajban Komisi Pemithan Umum (KPU) Provinsi
Sulawesi Selatan dan Komisi Pemihan Umum (KPU) KabupatenKota di wilayzh
Provinsi Sulawesi Selatan pada persiapan dan pelaksanaan tahapan Penyusunan
Daflar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun
2024 sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan
&nmmmﬁmmb&

2 Melaksanakan tahapan Penyusunan Dafiar Pemih Tambahan (DPTb) dalam Negeni
di Wiayah Provinsi Sulawesi Selatan pada penyelenggaraan Pemiu Tahun 2024

g mmu;lmmammmpmﬁmmm
Melaksanakan dan menindakianjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republk Indonesia
Nomor 20/PUU-XVIV2019.
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4. Melakukan koordinasi dengan KPU {Komisi Pemihan Umum}) Kabupaten/i(ota di
M(DPT?:)‘ Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Daﬂa’ Pemih Tambahan

5. Mehkummdmkmmmudemumﬁam Pengawas
mympwmmmmmmmmmm
Pemilih Tambahan (OPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.

7. Menyosialisasikan kepada Masyarakat untuk ferdaflar pada Daflar Pemiih Tetap
(DPT) dengan cara dan/atau melalui https f/cekdptontine kpu go id/.

8. Memasﬂtmmmamhebwdrmmm

dan Pemangku Kepentingan pada pelaksanaan fahapan Permmm Daflar
Pemifih Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemiu Tahun
2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selztan, dan
b. Menerima konsulfasi terkait pelaksanaan tahapan Penyusunan Daflar Pemdh
Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemiu Tahun 2024 di
5 Wilayzh Provinsi Sulawesi Selatan.

diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Rl di Jakarta, sebagai laporan.
2. Arsip.
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